106

Hukum Adast :

Dalam hal warisan hukum yang hidup di Ambon odalah hukum adat
dan bukan hukum Islam. ' '

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2111976 No.313 K/Sip/1976.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAE AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telsh menjatuhkan keputussn sebagai berikut
dalam perkara : :

1. Nur Liem, . '

2. Hawg Liem, bertempat tinggal di Waihaonp, Llingkungan hurulE, Ko-
tamadya Ambon,

3. Tyie Liem, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini ketigarya menm- '
beri kuasa kepada NySalma Mulud Baharudin, berternpat tingeal di Wai-
haong, Ambon, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-ter-
gugat-pembanding ; .
melawan

1. Ratna Malaka,

2. Salim Malaka, keduanya bertempat tinggal di Jalan Said Perintah 1
%, Lingkungin Huruf B, Kotamadya Ambon, tergugat-tergugat dalam kasa-
si, dahulu penguggat-penggugat-terbanding |

Mahkamah Agung tersebut

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari - surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang ter
gugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat
sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka
persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas daiil-dalil :

bahwa penggugat-penggugat-asli dan tergugat-tergugat-asii adalah ahliwaris
almarhum Ny.Tanjoan yang meninggal dunia lebih kurang tahw 1908

bahwa almarhum Ny.Tanjoan tersebut meninggalkan warisan berupa 1anah
tanah terletak di Waihaong, Ambon yang letak, luas dan batas-batasnya seperti
tersebut pada sub 1 dan 2 dalam surat gugatan ; .

bahwa sejak meninggalnya almarhum Ny.Tanjoan sampai sekarang boedel
warisan tersebut tetap dikuasai tergugat-tergugat-asli ;

bahwa penggugat-penggugat-asti sudah berusaha menghubungi tergugat-tergu-
gat-asli untuk mengadakan pembagian boedel sengkets, antara penggugal-peng:
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gugat-ashi dan tergugat-tergugat-asli, tetapi. tidak . berhasil ; o

bahwa pada akhir-akhir ini femyata tergugai-térgugatsli berusaha menga-
lihkan warisan tersebut kepada orang lain, maks penggugat-penggugat-asli mo-
hon agar terhadap boedel warisan tersebut diletakkan sita jaminan terlebih
dahulu ; _

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-penggugat-asti menuntut
kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberi keputusan yang dapat di-
jalankan lebih dahulu sebagai berikut ;

!, menerima gugstan penggugat selurshnya |

2, menetapkan bahwa penggugat dan tergugat-tergugat adalsh akhliwaris
dari almarhum Ny.Tanjoan ; i

3. mengadakan - pembagian warisan tersebut

4. menyatakan sita jaminan telah dijalankan syah menurut hukum ;

S. menyatakan keputusan Pengadilan yang mengadili perkara ini dapat dja
lankan terlebih dahulu walaupun tergugat banding atau kasasi ;

6. menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negesi Ambon telah mengambil
keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Agustus 1975 No.114/1975 Pdt,,
yang amarnya berbunyj sebapai berikut :

Menerima gugatan penggugat uatuk sebagian ;

Menetapkan bahwa para penggugal dan tergugat tersebut diatas adalah zh-
liwaris dari almarhum Tanjoan ;

Menetapkan bahwa para penggugat dan. tergugat masing-masing berhak 1/2
(setengah) atas harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 (dua) bidang mansh
masing-masing bekas hak milik VerpNo.900 seluas 1203 M2 yang terletak d
Waihaong dan sebidang tanah bekas hak milik VerpNo.1191 vang ferletak
di Jalan Hative Pulau Ambon, menurut keadaan dan batas-Datas seperli terse-
but pada surat gugatan dan suratsurat tanzh yang bemangkutan

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh J Tinisela,
Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon:

Menghukum pep sugat 11 dan tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-
ongkos perkara secara berenteng yang hingga kini ditaksir Rp.10.000,- (sepu-
luh ribu rupiah); \ ' .

Menolak gugatan penggugat stlebihaya ;

‘keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat
telah dikustkan oleh Pengpdilan Tinggi Ambon, dengan keputusannya tanggal
15 Nopember 1975 No.128/1975/Prdt./PT.MK.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah
pthak pada tanggal 19 Nopember 1975 kemudian terhadspaya oleh tergugat-
tergugat-pembanding dengan perantaraan kussanya khutus, berdssarkan surat
kuasa khusus tanggal 27 Juni 1975 disjukan permohonan untuk pemeriksaan
kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1975 sebagaimana temyata dari
surat keterangan No.41/1975 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negerd Am-

e
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bon, permohonan mana kemudian disusul oleh mémori alasan-alasannya yang
diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember
1975 itu juga ; .

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat-terbanding yang pada tanggl
23 Desember 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergu-
gat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepanitera-
an Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Desember 1975 ;

Menimbang " terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.
14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
yang telah mencabut Undang-undang No.l9 tahun 1964 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum .acara-kasa-
si seperti yang dimaksdukan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun
1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk
menegaskan hukum acara-kasasi yang harus dipergunakan ; _

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun
1970, maka pasal 70 Undangundang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sede- .
mikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu buken Undang-undang
No.l tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang
telah diatur dalam Undangundang No.13 tehun 1965, kecuali kalau bertentang
an dengan Undang-undang No.14 tahun 1970; =

bahwa dengan demikian, maka yang beriaku sebagal hukum acara-kasa-
si seperti diatur dalam Undang-undang No.l tahun 1950 sekecar tidak berten.
tangan dengan Undangundang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama - diajukan dalam teng-
gang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu dapat diterima ; :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disjukan oleh penggugatpeng
gugat uniuk kasasi dalum memor kasasinya tersebut pada polokaya falah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dalam keputusannya telah melanggar pasal 4
ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerinteh No.45 tahun 1957, karena tidak menper-
lakukan hukum Islam dalam perkara ini, dimana para pihak adalahberagama
Islam, sedang hukum !slam adalah hukum yaag hidup bagi orang Ambon
Islam yang berdomisili dikota Ambon, dan keputusan Mahkamah Agung No.
503 K/Sip/1973 (bukti T.II) yang berhubungan dengan perkars ini juga menye-
lessikan perkara yang bersangkutan berdasarkan hukum Islam, schingga ke-
simpulan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan bshwa pasal 4 syst 1
dan 2 Peraturan Pemerintah No.4S tahun 1957 baru dapat diperlakukan bila
kedua belah pihak setuju, adalsh tidak berdasurkan hukum, karens hal ini
tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan, karena masing-masing pihak
akan berpegang pada hal-hal yang menguntungkan dirinya ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negesi tidak mempertimbangkan
sangkalan penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal yang menys-
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takan bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat-asal adalsh -
nak luar nikah yang tidak berhak atas warisan, hal mana melanggar pasal
283 RBG.;

3. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilac Tinggl telah memutus hal-hal
diluar gugatan, yaitu memutus tanah Verponding No.1191 yang tidak diketahul
pemiliknya hal mana bertentangan dengan pasal 189 RBG.;

Menimbang : ’ ' N

mengenai keberatan sd 1 : o

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah
menetrapkan hukum, dan hukum yang hidup di Ambon yang dimaksud peng:
gugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal adalzh hukum adat, lagi pu-
Ja tidak ternyata bzhwa Mahkamsh Agung dalam memutus perkara yang ber-
hubungan erat dengan perkara ini (perkara No.503 K/Sip/1972) mendasarken.
nya kepada hukum Islam; ‘

mengenai keberatan ad 2 : : :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Neger
dan Pengadilan Tinggl telah mempertimbangkannya dengan seperlunya ;

mengenal keberatan ad 3 : !

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengakibat
kan batalnya keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, oleh karena
kekeliruan amar keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak
mengenai inti gugatan, melsinkan mengenai nomer Verponding dari warisan
yang akan dibagi, hal mana cukup diperbaiki saja ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maks
permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi Nur
~ Liem dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Ting-
gi Ambon yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon, sehingga
amarnya berbunyi seperti yang skan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang
No.13 tahun 1965, dan Undang-undang Ne.1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan  kasasi dari  penggugat-pengpugat untuk kasasi @
1. Nur Liem, 2. Hawa Liem, dan 3, Tjie Liem tersebut, dergan perbaikan ke -
putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 15 Nopember 1975 No.128/1975/
Prdt./PT.MIk., yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal
18 Agustus 1975 No.114/1975 Pdt., sedemikian rupa sehingga amar yang ber
bunyi :

Menctapkan bahwa para penggugat dan tergugat-tergugat masing-masing ber -
hak 1f2 atas harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 bidang tanah masing-
masing bekas hak milik VerpNo.900 seluas 1203 m2 yang terletak di Waihaong
dan sebidang tanah bekag hak ‘milik Verp.No.1191 yang terletak di Jalan Raya
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Hative Pulau Ambon, menurut keadasn dan batas-batas seperti tersebut pada
surat gugatan dan surat tanah yang bersangkutan

dirubsh menjadi

Menetapkan bahwa para penggugat dan—tergugat masing-masing berhak atas
separuh harta warisan almarhum Tanjosn berups 2 bidang tanah, yaitu bekas
eigendom Verponding No.900 seluas 1203 mZ dan tanah perusahaan seluas
560 m2, keduanya terletak di Waihaong Ambon, menurut keadaan danbatas-
batas seperti tersebut dalam surat gugatan dan surat-surat tansh yang ber
sangkutan

Menghukum penggugot-perggiugal untuk kasasi akda membayar biaya per-
kara dalam tingkut Wi diteeapken sei’nnyak Rp.1.580,- (seribu lima ratus de-
lapan puluh rupizh):

Demikianlah dipumskan dalaim rapat permusyawaratan Mahkunah Agungps-
- da hari Senen tanggal 2 Nopember 1976, dengan R.Saldimman Wirjatme S.H.,
tHakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketwa Mahkamah Agung sebagal Ketua Si-
dang, Sri Widojati Wiratma Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H., sebagai Hakim.
hakim-Anggauts- dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis, tanggal
18 Nopember 1976, oleh Ketua Sidang tersetut, dengan dihadir oleh S
Widojati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S$.H., Hakim-hakim-Anggauta
dan T.S.Aslemijah Sulseman S.H., Panitera-Penpganti, dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak.




